GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN QUBERNUR LAMPUNQ
NOMOR :Q/ 4£6 /IV.01/HK/2026

TENTANQ

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026

GQUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang . bahwa untuk menindaldanjutl Surat Deputi Bldang Koordinasi
dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia  Nomor : B/4679/KSP.00/70-73/07/2026, Hal
Penyampaian Pedoman Monitoring, Controling, Surveillance [FFor
Prevention (MCSP), tanggal 27 Jull 2026, perlu membentuk Tim
Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Pemcrintah Provinsi Lampung Tahun 2026 dan menetapkannya
dengan Keputusan Qubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,;
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8. Poraturan Prosldon Nomor §4 Tahun 2018 toentnng 8trutlegl
Naslonal Ponocogahan Korupsl;

9. Poraturan Daorah Provinel Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tontnng Pombontukon don Susunon Porangkat Doorsh
Provinsl Lampung;

10. Poraturan Qubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Korja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Poraturan QOubernur
Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Deputl Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor
B/4679/KSP.00/70-73/07 /2026, Hal Penyampaian Pedoman
Monitoring, Controling, Surveillance For Prevention (MCSP),
tanggal 27 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM RENCANA AKSI
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi
Terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi
Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

b. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi
Pemerintah Provinsi Lampung sesuai target yang telah
ditetapkan; dan

c. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan

rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi
di Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
Diktum Ketiga bertanggung Jawab dan melaporkan hasil
pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
telmnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur
Provinsi Lampung.
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KELIMA : Koputusan Il mulal borlnlku pada tanggal ditotuplan dongon
kotontuan apablla  dikomudion  harl  tornyata  tordapat
kokoliruan dalam Koputusan Inl akan dindakan pombotulon
pobagaimana mostnya.

Ditotupkan dl Tolulcbotung
padn tanggul 2.4 - S — 2020

QUBIRNUR LAMPUNQ,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tombusan:

. Kotun DPRD Provinai Lampung dl Telulcbotung:

. Kepaln Badan Pengelolann Keuangan dan Asot Daecrah Provinal Lampung dl Tolukbotung
. Kepala Blro Hukum Sotdn Provinal Lampung dl Telulcbotung;

. Kopaln Poranglaut Dacrah dl Lingkungan Pomorintah Provinal Lampung;

. Masing-masing Anggota Nm ynng borsanglkutan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN QUBERNUR LAMPUNQ
NOMOR :Q/ 46 /1V.01/HK/2026
TANQGAL; 4 ~-d— 2026

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

L Pengarah . Qubernur Lampung
[I. Wakil Pengarah Waldl Gubernur Lampung
II. Ketua . Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
. Wakil Ketua I . Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Waldl Ketua I . Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
Waldl Ketua I . Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung
1V. Sekretaris . Inspektur Provinsi Lampung
V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Lampung

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung

3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Lampung

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung

8. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

9. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung

VI. Pokja Area Perencanaan dan Penganggaran

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung

2. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
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J. Inepoktur Pombantu Wiloyah [l Inopoldaorat
rovmel Lompung

VII. Polga Areca Pongndann Barang dan Jaoa

Kotua . Kopala Biro Pongadonn Borong don Jaon Bclootonnt
Dnornh Provinsi Lampung

Anggotn . 1. Kepala Badon Pongololoan Kounngan dan Asct

Dacrah Provinsi Lampung

2. Kepola Dinos Bina Marga don Bina Kontrulkei
Provinsi Lampung

3. Kepala Dinas Pcndldikan dan Kcbudayoan
Provinsi Lampung

4, Kepala Dinas Keschatan Provinsi Lampung

5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumbor Daya Alr
Provinsi Lampung

6. Dinas Perumahan, Kawasan Permuldman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung

7. Direktur Rumah Sakit Umum Dacrah DR.
H. Abdul Mocloek Provinsi Lampung

8. Inspektur Pembantu Wilayah [V Inspektorat
Provinsi Lampung

VIII. Pokja Area Pelayanan Publik

Ketua :  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peloyanon
Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidiknn dan Kebudayaan

Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsl Lampung

3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR.
H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

4. Direktur Rumah Saldt Jiwa Provins| Lampung

5. Inspektur Pembantu Wilayah [ Inspektorat
Provinsi Lampung

IX. Pokja Managemen ASN
Ketua . Kepala Badan Kepegawaian Dacrah Provins! Lampung

Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah

Provinsi Lampung

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Lampung

3. Kepala Biro Hukum Seckretariat Dacrah Provinsi
Lampung

4. Inspektur Pembantu Wilayah [ Inspektorat
Provinsi Lampung

X. Polja Barang Millk Daerah

Ketua . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah
Provinsi Lampung
Anggota . 1. Inspektur Provinsi Lampung
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2. Kopwla Biro Pongudonn Barong don Jaea
Sokretariat Daerah Provins! Lampung
3. Kopala Biro Hukum Sclarotariat Daerah Provinsi
Lampung
4. Inspektur Pembantu WIlayah 1 Inspektorat
Provinsi Lampung
Xl. Pokja Optimalisasi Pendapatan Daerah

Ketua . Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Anggota . 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Lampung

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung

4, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat
Provinsi Lampung

XII. Pokja Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Ketua . Inspektur Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Lampung

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung

6. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,
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RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

